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ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan 
Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan 
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 perlu menetapkan Petunjuk Teknis 
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Demak Tahun 2020. 

   
Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak 
adalah: 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa 
Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  8,  Tambahan  Lembaran  
Negara  Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran  
Negara  Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
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diubah . . .  

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun  
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata 
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun  2015 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen 
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan 
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah  beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan 
ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 
2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang 
Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, 
Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 
tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-
Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan 
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-
Kab/VI/2020 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang 
Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Demak Nomor 81/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 
tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 57/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-
Kab/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Demak Nomor 81/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang 
Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Demak Tahun 2020. 
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  Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 
185/PL.02.6- Kpt/3321/KPU-Kab/XI/2020 diatur tentang: 
1. Perubahan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam 

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; 
2. Perubahan Bentuk dan Jenis Formulir Teknis Pemungutan dan 

Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak 
Tahun 2020. 

 
CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini berlaku pada 

tanggal 29 November 2020; 
- Lampiran 72 halaman 

 
 
   

 
 
 


